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PUTUSAN
Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Pra
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Umur = 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun
Lok, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang,
Kabupataen Lombok Tengah. Dalam hal ini
memberikan  kuasa  kepada  FITRIYAH, S.HI
Advokat/Pengacara Pada Kantor Lalu Rusmat, S.H and
partners beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor :
10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok
Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal : 28
Desember 2020, No : 56/PRM-PART/SK/XI1/2020 yang
telah diregistrasi di kepeniteraan Pengadilan Agama
Praya tanggal 7 Januari 2021  Nomor:
27.SK/Pdt/2021/PA.Pra., sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Umur = 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak
Bekerja, bertempat tinggal di Dusun Lauk Rurung, Desa
Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupataen

Lombok Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14
Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Pra,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat
perkawinan yang sah menurut Syari'at Islam dan tercatat sesuai Undang
Undang yang berlaku, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kopang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/24/1X/1999
yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 13 September 1999 dengan
wali nikah wali Nasab.

2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah status Penggugat gadis
sedangkan Tergugat Jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada
hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang menghalangi sahnya
pernikanan serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut.
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
tempat tinggalnya Tergugat di Dusun Lok, Desa Kopang Rembiga,
Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah.

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai (2)
dua orang anak bernama : 1. XXXXXXXXXXXXX , Perempuan, Umur £ 20
tahun. 2. XXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Umur £ 17 tahun

5. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya
Penggugat sangat bahagia terlebih lagi dengan hadirnya buah hati
Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa penggugat dan tergugat sudah berihtiar mencari rizki yang halal
bersama-sama namun tak juga memenuhi kelayakan kebutuhan finansial
rumah tangga penggugat dan tergugat hingga akhirnya pada tahun 2013
penggugat mohon izin kepada tergugat untuk bekerja di luar negeri. Dan
diizinkan.

7. Bahwa sejak Penggugat bekerja diluar negeri penggugat tidak pernah
lupa menyisihkan bekal untuk Tergugat dan anak Penguggat serta Tergugat
setiap bulannya untuk memenuhi kebutuahan sehari-hari.
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8. Bahwa Ketentraman dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sejak tahun 2016 mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya
antara lain :
- Tergugat sering marah- marah tanpa alasan yang jelas serta
mengucapkan kata-kata kotor terhadap Penggugat.
- Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat
misalnya memukul tangan dan kaki Penggugat sampai lebam tanpa
alasan yang jelas selama Penggugat masih tinggal bersama;
- Tergugat sering minum minuman keras terlebih lagi Tergugat
merupakan Penjual Minum Minuman keras tersebut.
- Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat untuk tidak
melakukan perbuatan tersebut namun tidak dihiraukan oleh Tergugat
9. Bahwa penggugat telah beritikad baik untuk menerima kehadiran
Tergugat dan orang tua Tergugat di rumah kediaman Penggugat namun
sampai saat ini tidak ditanggapi dengan semestinya.
10. Bahwa sikap Tergugat yang demikian itu, perselisihan dan
pertengkaran berkelanjutan terus-menerus Penggugat tidak mampu lagi
bertahan sehingga memutuskan untuk berpisah, yang mana dalam pisah
rumah tersebut Penggugat kerumah orang tua Penggugat bertempat tinggal
di Dusun Lauk Rurung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang,
Kabupaten Lombok Tengah dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Lok,
Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah,
dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah diberikan
nafkah.
11. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada
kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina
rumah tangga;
Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kehadapan yang
terhormat bapak Ketua Pengadilan Agama Praya / Majelis Hakim yang
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memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat ( XXXXxXXxxxxxx) terhadap

Penggugat ( XXXXXXXXXXXXXX ) ;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap diwakili kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa
hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor:
471.11/-X/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kopang
Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Tanggal 08
September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf
Ketua Majelis;
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2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kopang,
Nomor B-302/Kua.18.02.05/Pw.01/09/2020 Tanggal 20 September
2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua
Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan staf

pegadaian, bertempat tinggal di Dusun Lok, Desa Kopang Rembiga,

Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah., di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat di
dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun
2016 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat berjualan minum minuman
keras dan sering mabuk-mabukan, Tergugat pernah memukul
Penggugat, dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar, dan saksi juga
melihat bekas lebam pada Penggugat bekas dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tahu sejak 4 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul
kembali;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat
rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
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- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai

koperasi, bertempat tinggal di Dusun Lok, Desa Kopang rembiga,

kecamatan kopang, kabupaten lombok tengah, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat di
dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun
2016 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat berjualan minum minuman
keras dan sering mabuk-mabukan, Tergugat pernah memukul
Penggugat, dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar, dan saksi juga
melihat bekas lebam pada Penggugat bekas dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tahu sejak 4 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul
kembali;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat
rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
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Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang
Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini
termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan kepada Penggugat,
ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama
Praya, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun
2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan
Pengadilan Agama Praya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah
tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana setiap perkara
sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih
dahulu diupayakan perdamaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini

Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak
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pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap
sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menunjuk kuasa
maka sebelum mempertimbangkan dalil-dali gugatan Penggugat maupun
jawaban Tergugat serta alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak
majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai surat kuasa
khusus;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat kuasa khusus dimaksud
beserta lampirannya, ternyata telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1)
dan (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dari
segi formalitasnya telah terpenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan
oleh SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 sebagai berikut :

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di
pengadilan;

2. Menyebut kompetensi relatif;

3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan;

4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang
diperkarakan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus, telah memenuhi
ketentuan SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 karena itu maka
kuasa Penggugat sebagai kuasa yang sah mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah karena Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat disebabkan
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Tergugat sering marah- marah tanpa alasan yang jelas serta mengucapkan
kata-kata kotor terhadap Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik
terhadap Penggugat misalnya memukul tangan dan kaki Penggugat sampai
lebam tanpa alasan yang jelas selama Penggugat masih tinggal bersama,
Tergugat sering minum minuman keras terlebih lagi Tergugat merupakan
Penjual Minum Minuman keras tersebut, Penggugat sering menasehati
Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut namun tidak dihiraukan
oleh Tergugat, sehingga atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita
lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah
tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari
Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil
gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 , serta dua
orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa
Surat Keterangan Domisili atas hama Penggugat, majelis hakim menilai bahwa
alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu,
dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa benar Penggugat berada
dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa
fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang
berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos
(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah
menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 September 1999, relevan dengan
dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta
otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 13 September 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua)
orang saksi Penggugat yang telah memenuhi ketentuan Pasal 171 Rbg jo.
Pasal 175 Rbg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, dan memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat
sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut
patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat
setidaknya dengan Penggugat sehingga patut mengetahuinya, dan mengenai
keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau
penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling
bersesuaian sebagaimana maksud pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah
memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis menilai keterangan para saksi
tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) sesuai
dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 299K/AG/2003
tanggal 8 Juni 2003, sehingga dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai
bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak rukun,
keduanya sering berselisin dan bertengkar disebabkan Tergugat berjualan

minum minuman keras dan sering mabuk-mabukan, Tergugat pernah
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memukul Penggugat, dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada
Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
selama 4 tahun, dan selama pisah tidak ada komunikasi antara Penggugat
dan Tergugat, serta keduanya tidak pernah menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati dan
didamaikan oleh keluarga dan orang dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Penggugat dan Tergugat
telah menikah menurut ketentuan hukum Islam oleh karenanya, Pengadilan
Agama dalam hal ini berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, Majelis Hakim
berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama sehingga menyebabkan
Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, hal tersebut merupakan bukti
yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecabh;

Menimbang, bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Penggugat dan
Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak
berhasil, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan
dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang
merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang
demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada
mashlahatnya, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang
diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini,
sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar’atu Baina Al Fighi Wa Al Qonuni

halaman 100 serta kaedah figih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :
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Artinya :“Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan

dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah

apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil,

namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri
kehidupan berumah tangga antara suami isteri*,
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Artinya :*Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil

maslahat”.

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian
suci yang sangat kokoh (mitsaqon gholidzo) dengan tujuan untuk membentuk
keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan
dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu

adalah suatu kebolehan yang tercela;

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan
diatas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan dan
suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan hukum Allah
dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik ;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah
perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-
benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk
dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga
yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan
sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
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Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang
perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan
atau tidak, sedangkan faktanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan Penggugat tetap
teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sudah
tidak pulang ke rumah maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk
diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, oleh
karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan
pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Figh Sunnah Juz I
halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang
berbunyi :
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Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri
atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak
dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan
Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh
dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan
tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat
untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39
ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus

dikabulkan dengan verstek;
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Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat ( 1) RBg. tersebut sangat
relevan (sesuai) dengan kaidah hukum Islam yang Majelis Hakim sependapat
dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal.
405 yang berbunyi :
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Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim,
dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang
timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX)
terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Praya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Ema Fatma Nuris, S.H.I.
sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah S.H.l. dan Muhammad Jalaluddin, S.
Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
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Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Budi, S.H., M.H. sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Nismatin Niamah S.H.l.

Muhammad Jalaluddin, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 200.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Sumpah 'Rp 15.000,00
- Penerjemah :Rp ,00
- Redaksi ‘Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 9.000.00
Jumlah :Rp 334.000,00

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.l.

Panitera Pengganti,

Budi, S.H., M.H.

(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.141/Pdt.G/2021/PA.Pra

Halaman 15



